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ABSTRAK 

Peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka 

Pemerintah desa merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat dimana 

pemerintah desa yang akan turun tangan langsung jika ada permasalahan dengan 

warganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa 

dalam penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah dan Untuk 

mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah di 

Kantor Desa Bandungrojo Kabupaten Blora. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut 

menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga 

mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi 

penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu peran kepala desa 

dalam penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah yaitu kepala desa 

berperan sebagai mediator dimana peran mediator pada saat mediasi yaitu: 

memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, 

mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentinganya secara 

terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan 

pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat 

dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu serta 

proses penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah di kantor desa 

Bandungrojo kabupaten Blora yaitu selalu mengupayakan solusi penyelesaian 

sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka 

tempuh adalah mediasi.. 

 

Kata kunci: Kepala Desa, Sengketa, Pertanahan 
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